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B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil pembahasan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Perlu diatur lebih lanjut ketentuan hukum yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan penyuluhan pertanian,sinkronisasi dan harmonisasi 

peraturan perundang-undangan terutama kelembagaan dan koordinasi 

teknis penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam pembagian 

kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  

2. Perlu diatur lebih lanjut ketentuan hukum di tingkat Kabupaten Bantul 

melalui Peraturan Daerah khusus mengenai penyelenggaraan penyuluhan 

pertanian, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 

memberikan perhatian lebih khusus karena dalam Peraturan Perundang-

undangan lainnya hanya membahas secara umum saja mengenai 

penyelenggaraan penyuluh pertanian.  

3. Diatur ketentuan hukum yang mengatur lebih operasional mengenai 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di daerah. Pemerintah daerah 

perlu untuk memberikan perhatian yang lebih dalam Sumber Daya 

Manusia, sistem anggaran dan Sarana dan Prasarana yang diperlukan 

untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. 

4. Perlu integrasi yang berkesinambungan antara pemerintah, petani, 

penyuluh, industri, masyarakat dan perguruan tinggi. 
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